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This thesis entitled "Survey on the implemention of free education policy at SMAN Kayong 
Utara District". With the problem "Does free education policy In SMAN Kayong Utara 
District has been implemented according to the Local Regulation?". As for the sub-issues: 
1) Does The SMAN Kayong Utara District still collect the operational cost of education? 
And 2) Does the SMAN Kayong Utara District still collect the investment cost in the 
education unit?. There were Null Hypothesis (Ho): "Free education policy in SMAN 
Kayong Utara District has not been implemented according to the Regional Regulations" 
and Alternative Hypothesis (Ha): "Free education policy in Kayong Utara district has been 
implemented according to the Regional Regulation". The variable that had been used in 
this research was one variable,that was free education. The method that was used in this 
research was descriptive quantitative. The population that had been used in this research 
was all of The SMAN Kayong Utara District up to 13 schools. The data collection used 
survey and documents with the questionnaires and the documents from SMAN Kayong 
Utara District. The data analysis used percentage formula. The result that was got from 
the data collection proved that Ha was approved “free education policy in SMAN Kayong 
Utara District has been applied according to the Regional Regulation” up to 100%. 
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Pendidikan merupakan salah satu cara 
mencapai kesejahteraan anak untuk masa depan, 
dengan anak berbekal pendidikan yang tinggi 
secara tidak sadar telah meningkatkan martabat 
seseorang, terlebih lagi untuk dunia pekerjaan 
sekarang lebih menyeleksi orang-orang yang 
mempunyai pendidikan yang lebih tinggi 
dibanding dengan yang lainnya. Negara 
sebenarnya sudah ikut serta membangun 
kemajuan dalam dunia pendidikan, dimana 
melalui Pemerintah telah diamanatkan dalam 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil 
amandemen dalam Pasal 31 ayat (1) yang 
berbunyi bahwa “setiap warga negara berhak 
mendapat pendidikan”. (UUD RI, 2012: 107)  
Di Kabupaten Kayong Utara ada Program 
Pendidikan Gratis yang merupakan program 
Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan Bupati 
Kayong Utara Kalimantan Barat sejak tahun 
2009 melalui Peraturan Bupati Kayong Utara 
Nomor 60.A Tahun 2009 dan direvisi menjadi 
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara 
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pendidikan 
Gratis. 
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara 
Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 2 yaitu 
menyatakan pendidikan gratis dilaksanakan 
pada satuan pendidikan SD/SDLB, 
SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, serta 
Pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah dan/atau masyarakat pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah, Pemerintah 
Daerah memberikan bantuan pembiayaan 
operasional pendidikan. Kemudian pasal 11 
menetapkan tentang komponen pembiayaan 
pendidikan gratis, meliputi pembiayaan 
operasional pendidikan dan pembiayaan 




Program ini diperuntukkan karena 
membantu meringankan beban keluarga untuk 
membiayai anak-anak mereka yang bersekolah 
dari SD hingga SMA/Sederajat, bahkan siswa 
mendapatkan seragam umum seperti seragam 
putih, pakaian batik, serta pakaian olahraga. 
Pendaftaran tanpa bayaran, hingga terbebaskan 
dari biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan 
(SPP).  
Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan 
penelitian sekolah negeri ditaraf menengah atas 
khususnya di SMA Negeri Se-Kabupaten 
Kayong Utara yang berjumlah 13 sekolah sudah 
menerapkan kebijakan pendidikan gratis dengan 
sungguh-sungguh atau masih ada Peraturan 
Daerah yang belum instansi jalankan dengan 
baik. 
Tujuan penelitian secara umum adalah 
untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
Kebijakan pendidikan gratis di SMA Negeri Se-
Kabupaten Kayong Utara sudah diterapkan 
sesuai dengan Peraturan Daerah. Sedangkan 
secara khusus tujuan penelitian adalah (1) 
Penerapan biaya operasional pendidikan gratis di 
SMA Negeri Se-Kabupaten Kayong Utara. (2) 
Penerapan biaya investasi pada satuan 
pendidikan gatis di SMA Negeri Se-Kabupaten 
Kayong Utara. 
Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat secara teoritis maupun 
praktis bagi pengembangan pendidikan terutama 
yang berkaitan dengan pengembangan 
pendidikan gratis di sekolah serta dapat 
dijadikan referensi mengenai penelitian pada 
bidang yang sama. 
Hipotesis didalam penelitian ini ialah 
hipotesis deskriptif yaitu pengujian pada 
variabel mandiri atau satu variabel penelitian 
saja, sehingga tidak membuat perbandingan, 
menyatakan hubungan atau pengaruh. Hipotesis 
nol (Ho) dalam penelitian ini adalah kebijakan 
pendidikan gratis di SMA Negeri Se-Kabupaten 
Kayong Utara belum diterapkan sesuai dengan 
Peraturan Daerah. Sedangkan Hipotesis 
alternatif (Ha) ialah kebijakan pendidikan gratis 
di SMA Negeri Se-Kabupaten Kayong Utara 
sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan 
Daerah. 
 
Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 pasal 5 menyatakan pula “setiap warga 
negara berhak atas kesempatan yang sama untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu, baik 
bagi mereka yang berlainan fisik, di daerah 
terpencil, maupun yang cerdas atau berbakat 
khusus, yang bisa berlangsung sepanjang hayat 
(Made Pidarta, 2013: 45-48). 
Adapun desentralisasi menurut Koswara 
(dalam Hasbullah, 2010: 9) pada dasarnya 
mempunyai makna bahwa melalui proses 
desentralisasi urusan-urusan pemerintah yang 
semula termasuk wewenang dan tanggung jawab 
pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada 
pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah 
tangganya sehingga urusan tersebut beralih 
kepada dan menjadi wewenang dan tanggung 
jawab pemerintah daerah. Selain itu Syarif Saleh 
(dalam Hasbullah, 2010: 7) mengartikan 
otonomi sebagai “hak mengatur dan memerintah 
daerah sendiri”. 
Jadi Kabupaten Kayong Utara 
mendapatkan otonomi daerah, sehingga pada 
tahun 2009-sekarang bupati kayong utara masih 
menjalankan program pendidikan gratis untuk 
masyarakat usia sekolah, agar tidak ada suatu 
permasalahan anak-anak usia didik tidak 
mengenyam pendidikan dikarenakan masalah 
biaya pendidikan yang mahal bagi masyarakat 
yang kurang mampu. 
Menurut Indra Bastian (2006: 166) 
Pendidikan Gratis adalah “biaya operasional 
yang diberikan kepada sekolah SD/MI dan 
SMP/MTs serta pondok pesantren, yaitu 
pengelola Program Wajar 9 tahun, dasar guna 
membantu kegiatan proses pembelajaran dan 
pembiayaan pendidikan siswa untuk biaya 
pendaftaran siswa baru, buku pelajaran pokok 
dan penunjang buku perpustakaan, dan 
sebagainya”. Sebagaimana yang ditegaskan pula 
oleh Onisimus Amtu (2014: 207) “setiap 
kegiatan yang dilakukan sekolah pasti 
memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak 
disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan 
ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-
dana yang ada dapat dimanfaatkan secara 






Biaya operasional pendidikan ialah adalah 
biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang 
proses pembelajaran, sehingga mampu 
menunjang proses dan hasil PBM sesuai yang 
diharapkan. Biaya operasional pendidikan 
meliputi  gaji pendidik dan tenaga kependidikan, 
peralatan habis pakai, biaya operasi pendidikan 
tak langsung seperti air, jasa, telekomunikasi, 
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 
lembur, pajak, asuransi, penyusutan sarana dan 
prasarana, dan lain sebagainya. (Galih R.N. 
Putra, 2016: 83). 
Biaya investasi adalah biaya 
penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih 
permanen dan jangka waktunya melebihi waktu 
satu tahun yang pada umumnya berupa sarana 
dan prasarana, pengembangan sumber daya 
manusia, dan modal kerja tetap. (M. Gorky S., 
2009: 146) 
Adapun komponen pembiayaan dari 
Pemerintah Daerah menurut SK Perda KKU No. 
5 Tahun 2014 pasal 11 yaitu (1) Pembiayaan 
operasional pendidikan yang terdiri dari: biaya 
operasional gedung dan ketatausahaan satuan 
pendidikan; biaya proses belajar mengajar; biaya 
pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; 
biaya penyelenggaraan evaluasi hasil belajar 
(ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, 
try out ujian nasional, dan ujian nasional), (2) 
Pembiayaan investasi pada satuan pendidikan 
meliputi: biaya pembangunan jalan; biaya 
pembangunan gedung; biaya pembangunan 
fasilitas penunjang lainnya; dan biaya 
penyediaan peralatan praktek laboratorium. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan 
berdasarkan permasalahan yang di bahas dalam 
penelitian ini berjudul “survei penerapan 
kebijakan pendidikan gratis di SMA Negeri se-
Kabupaten Kayong Utara”, maka disini metode 
yang relevan adalah metode deskriptif 
kuantitatif. 
Menurut Rosady Ruslan (2010: 55)   
metode deskriptif kuantitatif yaitu ”berupaya 
menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap 
untuk menjelaskan apa yang ada saat ini, dengan 
menggunakan metode survei. Kegiatan survei ini 
dirancang untuk mengetahui sikap dan perilaku 
manusia (human behavior), opini atau tanggapan 




Menurut Sugiyono (2012: 215) populasi 
adalah “wilayah generalisasi yang terdiri dari 
objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik 
suatu kesimpulannya”. 
Populasi yang diteliti ialah berjumlah 30 
responden yaitu 13 orang Kepala Sekolah, 13 
orang Bendahara Sekolah, dan 4 orang Siswa. 
 
Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah teknik survei dan dokumentasi. 
Menurut Wina Sanjaya (2015: 38) Survei adalah 
“penelitian yang berusaha untuk mengungkap 
opini, pendapat atau pandangan masyarakat 
terhadap isu-isu khusus. Penelitian survei selalu 
melibatkan populasi subjek penelitian sebagai 
sumber data yang banyak bahkan kadang-
kadang tidak terhingga”. Menurut Tohirin 
(2012: 68) penggunaan dokumen terdiri dari dua 
macam, yaitu dokumen pribadi seperti buku 
harian, surat pribadi, otobiografi dan lain 
sebagainya, yang kedua ialah dokumen resmi 
seperti Surat Keputusan (SK) dan surat-surat 
resmi lainnya. Dokumentasi yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah SK Bupati tentang 
pendidikan gratis yang mendukung penelitian 
ini, dokumen tentang jumlah SMA Negeri yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Kayong Utara dalam angka 2016 (BPS KKU), 
serta Surat Keterangan dari tiap sekolah. 
Alat pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket dan 
catatan arsip-arsip. Menurut Rosady Ruslan 
(2010: 23) Pertanyaan peneliti dan jawaban 
responden dapat dilakukan dengan bentuk 
kuesioner lembaran tertulis/tercetak, dan bisa 
didistribusikan melalui berbagai cara seperti 
secara langsung oleh peneliti, dikirim via pos 
surat,  facsimile, internet, pengisian angket di 
media cetak, serta dapat diletakkan di tempat 
pusat keramaian yang dikunjungi oleh banyak 
responden. Dalam melakukan penelitian ini, 
peneliti juga menggunakan data sekolah dari 




berkenaan dengan permasalahan penelitian yaitu 
“survei penerapan kebijakan pendidikan gratis di 
SMA Negeri se-Kabupaten Kayong Utara”. 
 
Teknik Analisis Data 
Pengolahan data dilakukan setelah data 
kuantitatif diperoleh dengan alat pengumpulan 
data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun 
langkah-langkah dalam pengolahan data yaitu 
dengan cara: (1) Editing merupakan kegiatan 
yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 
menghimpun data di lapangan. Proses editing ini 
dimulai dengan memberi identitas pada 
instrumen penelitian yang telah terjawab. 
Kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban 
yang tersedia. Apabila terjadi kejanggalan pada 
instrumen tersebut, akan diberi identitas tertentu 
pada instrumen dan poin yang janggal itu. 
Apabila pada tahap editing ini terdapat 
kejanggalan-kejanggalan yang sangat 
mengganggu pada instrumen dan data yang 
diperoleh, dilakukan wawancara secara 
langsung maupun tidak langsung kepada 
responden. (2) Coding yaitu data yang telah 
diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki 
arti tertentu pada saat dianalisis. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan cara 
pengkodean frekuensi, yaitu jawaban pada poin 
tertentu memiliki bobot atau frekuensi tertentu. 
(3) Tabulasi ialah memasukkan data pada tabel-
tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta 
menghitungnya. 
Analisis data menggunakan perhitungan 
statistik deskriptif kuantitatif yang berupaya 
menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap 
untuk menjelaskan apa yang ada saat ini. 
Statistik deskriptif (descriptive statistics) 
berfungsi mereduksi data agar lebih mudah 
diinterpretasikan. Metode statistik ini 
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan 
data secara random dan mengolah melalui 
beberapa aturan tertentu. (Morissan, 2014: 235-
236). Teknik perhitungan untuk masing-masing 
butir dalam angket ini menggunakan persentase 
yang diperoleh dengan menggunakan rumus 





P =  
f
N
  100% 
Keterangan: 
P = Persentase 
f  = Frekuensi 
N = Total skor (Sofar S. dan Widiyono, 2013: 
178). 
 
Dengan kriteria skor sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Kategori Skor 
 
Interval (%) Kategori 
81% – 100% Sangat Baik 
61% – 80% Baik 
41% – 60% Cukup 
21% – 40% Buruk 
0% – 20% Sangat Buruk 
(Riduwan, 2015: 41) 
 
Uji Hipotesis 
Uji hipotesis deskriptif dalam penelitian ini 
ialah menggunakan uji binomial. Uji ini 
digunakan bila dalam suatu populasi 
menyatakan ada dua pernyataan yang bertolak 
belakang (ya/tidak), datanya berjenis nominal 
dan jumlah sampel lebih kecil sama dengan 30 
(n ≤ 30) (Syofian Siregar, 2013: 127). Untuk 
menguji hipotesis (uji binomial) peneliti 
menggunakan pengolahan data dengan bantuan 
program komputer Statistical Product and 
Service Solution (SPSS 17.0), dengan kaidah 
pengujian sebagai berikut: Jika probabilitas (sig) 
> α maka Ho di terima; dan jika probabilitas (sig) 
< α maka Ho di tolak. Dengan α = 0,05. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penyajian Data Penelitian 
Penelitian survei penerapan kebijakan 
pendidikan gratis di SMA Negeri Se-Kabupaten 
Kayong Utara merupakan penelitian deskriptif, 
yaitu penelitian yang memberikan gambaran 
terhadap objek yang diteliti sebagaimana 
mestinya.  Penelitian ini dilaksanakan pada SMA 
Negeri Se-Kabupaten Kayong Utara yang 
berjumlah 13 sekolah, dengan jumlah responden 
sebanyak 30 orang. Pelaksanaan pengambilan 
data dilaksanakan selama 16 hari, dari tanggal 10 
April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017, 
serta tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan 









No. Item Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian 
untuk biaya operasional pendidikan 
meliputi item pertanyaan nomor 1-14, 
yaitu total skornya ialah sebagai berikut: 
13 responden x 28 hasil skor = 364. 
Sedangkan untuk biaya invvestasi pada 
satuan pendidikan yaitu: 13 x 8 = 104. 
 




No. Item Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
2. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 




Berdasarkan penelitian untuk biaya 
operasional pendidikan meliputi item pertanyaan 
nomor 1-14, yaitu total skornya ialah: 13 
responden x 28 hasil skor = 364. Sedangkan untuk 
biaya invvestasi pada satuan pendidikan yaitu item 
pertanyaan nomor 15-17 dengan total skor sebesar: 
13 x 6 = 78.




No. Item Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Berdasarkan penelitian untuk biaya operasional 
pendidikan meliputi item pertanyaan nomor 1-14, 
yaitu total skornya ialah: 4 responden x 28 hasil 
skor = 112. Sedangkan untuk biaya invvestasi pada 
satuan pendidikan yaitu item pertanyaan nomor 
15-18 dengan total skor sebesar : 4 x 8 = 32. 
 
Hasil dan Interpretasi Data Penelitian 
Data yang disajikan ialah jawaban responden 
(Kepala Sekolah, Bendahara dan siswa). Setelah 
angket terkumpul, terlebih dahulu diperiksa untuk 
mengetahui ada tidak kekeliruan dalam pengisian. 
Untuk memudahkan pengolahan data dan analisis 
data, maka data dari hasil angket direkapitulasi. 
Langkah selanjutnya adalah mengolah data dan 
sekaligus menganalisis. Dalam penelitian ini, 
pengolahan data menggunakan rumus (1). Berikut 
ini disajikan hasil pengolahan dan analisis data 
sesuai sub masalah yang dibahas dalam penelitian 
ini, yaitu: 
(1) Penerapan Kebijakan Pendidikan Gratis 
(Biaya Operasional Pendidikan) di SMA Negeri 
Se-Kabupaten Kayong Utara: meliputi pertanyaan 
angket dari nomor 1-14. 
Tabel 5.Total Skor Penerapan Kebijakan Pendidikan Gratis (Biaya Operasional Pendidikan) 
 
No. Komponen Biaya (Gratis) Aspek Survei 
Skor di 
Peroleh 
1.  Biaya operasional pendidikan biaya operasional gedung 60 
biaya operasional ketatausahaan satuan 
pendidikan 
60 
biaya proses belajar mengajar 60 
biaya pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendidikan 
300 
biaya penyelenggaraan ulangan harian 60 
biaya penyelenggaraan ulangan umum 60 
biaya penyelenggaraan ujian sekolah 60 
biaya penyelenggaraan try out ujian 
nasional 
60 
biaya penyelenggaraan ujian nasional 60 




Berdasarkan dari tabel 2, 3 dan 4 item 
pertanyaan nomor 1-14 mendapatkan hasil yaitu: f 
= jumlah responden x total skor sehingga f = (13 x 
28) + (13 x 28) + (4 x 28) = 840. Dari rumus (1), 
Persentase yang didapatkan ialah 840/840 x 100% 
= 100%. 
Tabel 2, 3 dan 4 diatas menunjukkan bahwa 
bahwa penerapan kebijakan pendidikan gratis 
(biaya operasional pendidikan) di SMA Negeri Se-
Kabupaten Kayong Utara tergolong pada 1 
kategori yaitu Sangat Baik dari 30 orang 
responden atau sebesar 100%. 
(2) Biaya Investasi pada Satuan Pendidikan di 
SMA Negeri Se-Kabupaten Kayong Utara: 
meliputi pertanyaan angket dari nomor 15-18. 
Tabel 6. Total Skor Penerapan Kebijakan Pendidikan Gratis 
(Biaya Investasi pada Satuan Pendidikan) 
 
No. Komponen Biaya Gratis Aspek yang di Survei Skor 
1. Biaya investasi satuan 
pendidikan 
biaya pembangunan jalan 34 
biaya pembangunan gedung 60 
biaya pembangunan fasilitas penunjang 
lainnya 
60 
biaya penyediaan peralatan praktek 
laboratorium 
60 
 Total Skor 214 
Berdasarkan dari tabel 2, 3 dan 4 item 
pertanyaan nomor 15-18 mendapatkan hasil yaitu: 
f = jumlah responden x total skor sehingga f = (13 
x 8) + (13 x 6) + (4 x 8) = 214. Dari rumus (1), 
Persentase yang didapatkan ialah 214/214 x 100% 
= 100%. 
Tabel 2, 3 dan 4 diatas menunjukkan bahwa 
bahwa penerapan kebijakan pendidikan gratis 
(biaya investasi pada satuan pendidikan) di SMA 
Negeri Se-Kabupaten Kayong Utara tergolong 
pada 1 kategori yaitu Sangat Baik dari 30 orang 
responden atau sebesar 100%. Uji hipotesis: 
digunakan untuk menentukan generalisasi hasil 
penelitian, maka peneliti melakukan pengolahan 
data dengan uji binomial menggunakan bantuan 
program komputer  Statistical Product and Service 
Solution (SPSS 17.0) yaitu: 
Tabel 7. Hasil Perhitungan Binomial 
 Jawaban Responden 
 Skor 2 Skor 1 Total 
Category Ya (+) Tidak (-) Ya (-) Tidak (+)  
N 30 0  
Observed Prop. 1.00 . 1.00 
Test Prop. .50   




Berdasarkan hasil perhitungan binomial 
dengan kriteria pengujian jika probabilitas (sig) 
> α maka Ho di terima dan Ha ditolak. Jika 
probabilitas (sig) < α maka Ho di tolak dan Ha 
diterima. Dengan α = 0,05. Kesimpulannya ialah 
: nilai sig. 0,00 <  0,05 maka Ha diterima. Jadi 
dapat dikatakan bahwa “Kebijakan pendidikan 
gratis di SMA Negeri Se-Kabupaten Kayong 
Utara sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan 
Daerah”. 
 
Pembahasan Hasil Angket 
Penelitian ini berusaha untuk menerangkan 
seberapa besar penerapan kebijakan pendidikan 
gratis di SMA Negeri Se-Kabupaten Kayong 
Utara yang berjumlah 13 Sekolah. Sebelum 
tahun 2017 SMA Negeri Se-Kabupaten Kayong 
Utara di kelola oleh Pemerintah Daerah, namun 
mulai tahun 2017 pengelolaan dan kewenangan 
pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di 
Pemerintah Kabupaten dan Kota, diambil alih 
oleh Pemerintah Provinsi. Program pendidikan 
gratis merupakan program dari Pemerintah 
Daerah Kayong Utara, meskipun ada pengalihan 
sistem kewenangan program pendidikan gratis 
masih dilanjutkan oleh pemerintah daerah. 
Hanya saja, pada pembiayaan dan aturan 
pengelolaan keuangan ada mengalami 
perubahan. Sebelum tahun 2017 dana dari 
pemerintah daerah langsung dikirim ke rekening 
sekolah-sekolah, tetapi sekarang dana dari 
pemerintah daerah dikirim ke pemerintah 
provinsi dengan menamakan sebagai dana 
bantuan, kemudian dari pemerintah provinsi 
inilah mentransfer dana ke rekening sekolah-
sekolah negeri di KKU. Adapun dari data hasil 
angket yang telah terkumpul dan dilaksanakan 
peneliti, diuraikan pada pembahasan berikut ini: 
Deskriptif Penerapan Kebijakan Pendidikan 
Gratis (Biaya Operasional Pendidikan) di 
SMA Negeri Se-Kabupaten Kayong Utara 
Data Penerapan Kebijakan Pendidikan 
Gratis (Biaya Operasional Pendidikan) di SMA 
Negeri Se-Kabupaten Kayong Utara yang telah 
dipaparkan peneliti pada tabel 2, 3, 4 dan 5 
bahwa hasil yang diperoleh adalah 100%. Hal ini 
dapat diketahui dari angket yang disajikan 
sebanyak 14 item pertanyaan, dan 30 responden 
dengan total skor sebesar 840. Data ini 
menggambarkan bahwa penerapan kebijakan 
pendidikan gratis setiap SMA Negeri Se-
Kabupaten Kayong Utara berada pada kategori 
Sangat Baik. Seluruh SMA Negeri Se-
Kabupaten Kayong Utara sudah menerapkan 
kebijakan pendidikan gratis dari Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Artinya semua 
anggaran dana yang telah sekolah terima, sudah 
diterapkan sesuai dengan porsinya tanpa 
menggugat/memungut biaya operasional 
pendidikan kepada pelajar/siswa yang ada di 
sekolah. 
Seluruh siswa di SMA Negeri Se-
Kabupaten Kayong Utara tidak mengeluarkan 
biaya untuk membayar biaya operasional 
gedung, ketatatusahaan satuan pendidikan, 
membayar biaya proses belajar mengajar, 
membayar SPP, serta seluruh siswa 
mendapatkan pakaian seragam putih abu-abu, 
seragam batik, seragam olahraga, tidak perlu 
membayar biaya pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan, ulangan harian, ujian 
sekolah, try out USBN, dan USBN. 
Deskriptif Penerapan Kebijakan pendidikan 
gratis (biaya investasi pada satuan 
pendidikan) di SMA Negeri Se-Kabupaten 
Kayong Utara 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan 
oleh peneliti pada tabel  2, 3, 4 dan 6 bahwa hasil 
yang diperoleh adalah 100%. Hal ini dapat 
diketahui dari angket yang disajikan sebanyak 4 
item pertanyaan, dan 30 responden dengan total 
skor sebesar 214. Dari data tersebut 
membuktikan bahwa Penerapan Kebijakan 
pendidikan gratis (biaya investasi pada satuan 
pendidikan) juga sudah diterapkan oleh seluruh 
SMA Negeri Se-Kabupaten Kayong Utara 
dengan Sangat Baik. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Kebijakan pendidikan gratis di SMA 
Negeri Se-Kabupaten Kayong Utara sudah 
diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah, 
terbukti bahwa uji hipotesis yang dilakukan 
yaitu sig. < α atau sig. 0,00 < 0,05 yang berarti 
Ha diterima. Penerapan kebijakan pendidikan 
gratis (biaya operasional pendidikan) di SMA 
Negeri Se-Kabupaten Kayong Utara sudah 
diterapkan 100%, sehingga siswa tidak perlu 




operasional ketatausahaan satuan pendidikan, 
biaya proses belajar mengajar, biaya 
pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, 
biaya penyelenggaraan ulangan harian, biaya 
penyelenggaraan ulangan umum, biaya 
penyelenggaraan ujian sekolah, biaya 
penyelenggaraan try out ujian nasional, dan ujian 
nasional. Penerapan Kebijakan pendidikan gratis 
(biaya investasi pada satuan pendidikan) di SMA 
Negeri Se-Kabupaten Kayong Utara telah 
diterapkan sebesar 100%. Sehingga siswa tidak 
perlu lagi membayar biaya pembangunan jalan, 
biaya pembangunan gedung, biaya 
pembangunan fasilitas penunjang lainnya, serta 
biaya penyedian peralatan praktek laboratorium. 
 
Saran 
Berikut merupakan saran yang dapat 
peneliti sampaikan yaitu (1) Kepada Bupati 
Kayong Utara dan Perangkat Pemerintah Daerah 
khusus dibidang keuangan, untuk melakukan 
monitoring pada setiap sekolah yang menerima 
pendidikan gratis agar tidak terjadi korupsi, 
pungli atau hal lain yang tidak diinginkan. (2) 
Kepada Kepala SMA Negeri Se-Kabupaten 
Kayong Utara, untuk terus menerapkan 
kebijakan pendidikan gratis dari Pemerintah 
Daerah agar siswa-siswi yang kurang mampu 
akan terus bersemangat untuk melanjutkan 
sekolah tanpa dibebani biaya, serta mengajukan 
penggratisan seragam pramuka untuk siswa. 
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